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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Kebijakan publik diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang. Selanjutnya kebijakan menjadi suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini:
a.Ketetapan, ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh mengikat pada suatu kebijakan.
b.Maksud, terciptanya suatu kebijakan ialah untuk mencapai tujuan tertentu serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.
c.Keputusan yang bisa dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan suatu kepentingan.
d.Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.

1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik?
2. Apa saja aspek-aspek dari kebijakan public?
3. Apa saja unsur-unsur dari kebijakan publik?





BAB 2
PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kebijakan Publik.
Kebijakan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu serta menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya yang ada dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan public ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Makna dari pelaksaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintaah. Kekurangan atau kesalahan kebijaka public akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan public dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Rohman, 2016). 
Kebijakan ini dianggap fundamental karena membantu dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kebijakan dapat muncul dari individu atau kelompok yang melakukan serangkaian tindakan, aktivitas, atau program dengan tujuan tertentu. Sistem yang mencakup input, proses, dan output juga dikenal sebagai kebijakan (Hanafi & Ma’sum, 2015). Kebijakan publik dirancang untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat, khususnya pemerintah, menetapkan kebijakan publik dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan publik adalah proses yang memungkinkan pencapaian tujuan melalui tindakan pemerintah. Setelah kebijakan diterapkan, kekurangan atau kesalahan dapat teridentifikasi, dan keberhasilannya dapat dievaluasi melalui dampaknya. (Rohman, 2016).

2.2 Aspek-Aspek Kebijakan Publik.
Menurut Thoha (2012), ada dua aspek penting dalam kebijakan:
1. Kebijakan adalah praktik sosial, bukan peristiwa terisolasi.
Kebijakan dibuat oleh pemerintah berdasarkan kondisi masyarakat dan berkembang dalam praktik sosial.
2. Kebijakan adalah respons terhadap peristiwa. Tujuan kebijakan adalah untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik bekerja sama dan bertindak secara rasional.
Contoh Kasus: “Kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.”
Aspek yang mempengaruhi:
Struktur Birokrasi dan Wewenang: Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
Komunikasi: Perlu dilakukan kampanye masif untuk mengubah perilaku  masyarakat.
Sumber Daya: Pemerintah perlu menyediakan alternatif produk ramah lingkungan yang terjangkau bagi masyarakat.
Disposisi/sikap dari pelaksana: Petugas kebersihan perlu memiliki kesadaran akan pentingnya mengurangi sampah plastik. 

Secara keseluruhan, kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan berbagai sarana dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini memberikan panduan umum untuk bertindak dalam mencapai tujuan tersebut. Kebijakan bisa berasal dari individu atau kelompok dan mencakup serangkaian program dan aktivitas untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

2.3 Unsur-Unsur Kebijakan Publik.
Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Pelaksanaan dan Dimensi Kebijakan Publik.
1. Tujuan
Tujuan adalah hal-hal yang dapat dicapai melalui kebijakan. Ini adalah visi jangka panjang yang perlu dipenuhi. 
Contoh: pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan lingkungan. 
2. Masalah (Problems)
Permasalahan adalah situasi atau kondisi yang tidak memuaskan dan harus diatasi melalui kebijakan. 
Contoh: tingginya pengangguran, kesenjangan sosial, infrastruktur yang buruk. 
3. Tuntutan (Demands)
Tuntutan atau permintaan adalah tekanan atau permintaan berbagai kelompok (komunitas, kelompok kepentingan, kelompok politik) kepada pemerintah untuk mengambil suatu tindakan. 
Contoh: presentasi, subtitle, aplikasi politik. 
4. Sasaran
Sasaran adalah kelompok atau individu yang tunduk pada pedoman.
Contoh: masyarakat miskin, pelajar, pemilik usaha kecil. 
5. Strategi
Strategi adalah pendekatan luas untuk mencapai tujuan politik. 
Contoh: program kemitraan, hibah ekuitas, undang-undang. 
6. Rencana
Rencana adalah serangkaian tindakan spesifik dan terukur untuk mengimplementasikan suatu strategi. 
Contoh: program bantuan sosial, program pelatihan kerja, program pembangunan infrastruktur. 
7. Anggaran (Pendanaan)
Anggaran adalah alokasi dana yang diperlukan untuk melaksanakan program politik. 
Contoh: penganggaran, perekrutan karyawan, pembelian barang dan jasa. 
8. Evaluasi
Evaluasi adalah proses evaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan dalam mencapai tujuan. 
Contoh: studi kesejahteraan sosial, analisis data, studi kasus. 

Kebijakan publik adalah proses yang kompleks, melibatkan berbagai aktor dan kepentingan mereka. Pemahaman terhadap unsur-unsur kebijakan publik sangat penting untuk menganalisis, mengevaluasi dan merancang pedoman efektif yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
BAB 3
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Kebijakan publik ialah suatu keputusan yang dibuat yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan ini dianggap principal karena membantu dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Setelah kebijakan diterapkan, kekurangan atau kesalahan dapat teridentifikasi dan keberhasilannya dapat dievaluasi melalui dampaknya. Kebijakan bisa berasal dari individu atau kelompok dan mencakup serangkaian program dan aktivitas untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terdapat dua aspek penting dalam kebijakan menurut Thoha (2012) yaitu, kebijakan adalah praktik sosial, bukan peristiwa terisolasi dan kebijakan adalah respons terhadap peristiwa. Terdapat dua unsur penting pula yang ada dalam kebijakan publik menurut Thoha (2012) yaitu, lahirnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial dan Kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik add up to. 
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